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 KATA PENGANTAR 

 

 

Pelayanan publik oleh aparatur negara dewasa ini telah menjadi isu 

strategis, karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan 

baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan 

menentukan citra dari aparatur Negara itu sendiri. Peningkatan kualitas 

pelayanan publik sendiri diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah di 

mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin 

baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan terwujud. Upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan melalui pembenahan 

berbagai aspek, antara lain kelembagaan, kepegawaian, tata laksana, 

akuntabilitas, dan pengawasan guna menghasilkan pelayanan publik yang 

prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan 

akuntabel. 

Sayangnya, fenomena empirik selama ini masih menunjukan bahwa 

kinerja pelayanan masih sangat jauh dari memuaskan. Keluhan masyarakat 

yang berkenaan dengan kepastian hukum, prosedur, persyaratan, sikap 

petugas pelayanan, biaya yang tidak jelas, dan sebagainya, masih sering 

terdengar di telinga kita. 

Atas dasar tersebut, maka kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

telah menetapkan kewajiban bagi setiap Unit Pelayanan Publik untuk 

menyelenggarakan survey dalam rangka pengukuran SKM (Survei 

Kepuasan Masyarakat). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men 

PAN RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Atas dasar payung kebijakan tersebut, maka PemerintahProvinsi 

Kalimantan Timur berinisiatif untuk mengimplementasikan kebijakan 

peningkatan pelayanan publik melalui pengukuran SKM untuk seluruh unit 
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pelayanan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Kami berharap kiranya hasil kajian ini dapat memberikan manfaat 

nyata bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan, khususnya pelayanan 

kelitbangan di Kalimantan Timur. Atas selesainya kegiatan ini, kami ingin 

menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga 

kepada para responden yang telah meluangkan waktunya untuk 

memberikan informasi yang sangat berharga. 

 

Samarinda,     November 2025 

 

Kepala Balitbangda  

Provinsi Kalimantan Timur, 

 

 

 

Dr.M. Ir. H. Fitriansyah,S.T,M.M 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara 

wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik 

sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, 

transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat 

mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. 

Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan 

Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat 

dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan 

yang diberikan.  

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas 

pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan 

publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai 

pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari 

pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap 

perbaikan berkelanjutan. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan 

pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain: 

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan; 

2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan 

publik secara periodik; 
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3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi 

penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;  

4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan; 

5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan 

6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi 

penyelenggara pelayanan. 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei 

Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei. 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner menggunakan google form yang 

disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam 

kuesioner SKM Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur yaitu :  

1. Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang 

harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan 

melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta 

pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. 

3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Kesesuaian Produk Layanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

5. Kompetensi pelaksana/petugas: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan 

yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan 

dan pengalaman 



3 
 

6. Perilaku pelaksana/pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas 

dalam memberikan pelayanan. 

7. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan 

pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.  

8. Kesigapan pelaksana/petugas: kemampuan dan kecepatan petugas 

pelayanan untuk merespons, memulai, dan menyelesaikan proses pelayanan 

segera setelah permohonan atau kedatangan masyarakat (pengguna layanan). 

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, 

saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan 

tindak lanjut. 

 

1.4 Metode Penelitian 

a) Jumlah Responden dan Populasi 

Survey dilakukan dengan teknik pembagian kuisioner kepada responden di 

lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur. Jumlah responden secara keseluruhan 100 orang dan pelaksanaan 

survey dilakukan secara langsung oleh tim melalui google form. Jumlah 

responden diperoleh dari Rensis Likert dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑆 =
(𝜆2𝑁𝑃𝑄)

(𝑑2(𝑁−1)+𝜆2𝑃𝑄)
  

Keterangan : 

𝜆(0,05)
2 = 3,842           𝑃 = 𝑄 = 0,5 

𝑁 = 100                    𝑑2 = 0.021 

𝑆 =
((3,842)(100)(0,5)(0,5))

((0.021)(100−1)+(3.842)(0.5)(0.5)
  

   =
107

1,07
  

   = 100  

S =  100 sampel 

 

b) Kuesioner. 

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan 

data kepuasan masyarakat penerima pelayanan yang merupakan data primer. 
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Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat. Bentuk kuesioner sebagaimana terlampir. 

 

c) Bagian dari Kuesioner. 

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu: 

Bagian I : Berisi judul kuesioner, nama, dan deskripsi instansi yang 

melakukan survei. 

Bagian II  : Berisi identitas responden meliputi jenis kelamin, pendidikan dan 

pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden 

dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah. 

Bagian III : Berisi daftar pertanyaan mutu pelayanan publik atau pendapat 

penerima atas pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat 

responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai. 

d) Bentuk Jawaban 

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai 

dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang 

baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai 3, sangat baik diberi nilai persepsi 

4. 

Contoh: Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan. 

a) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak 

sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga 

prosedurnya tidak efektif. 

b) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 

masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif 

c) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa 

mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan. 

d) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 

dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan 

efektif.  

 

e) Teknik Pengolahan Data 

Berdasarkan Permen PAN RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penylenggaraan Pelayanan 
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Publik. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan ”nilai rata-rata tertimbang” 

masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan 

masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan 

memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: 

 

Bobot nilai rata-rata tertimbang =
Jumlah Bobot

Jumlah Unsur
=
1

9
= 0,11 

 

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-

rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: 

 

SKM =
Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

Total Unsur yang Terisi
× Nilai Penimbang 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, 

maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

dengan rumusan sebagai berikut:  

 

 

 

 

Tabel 1. Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit 
Pelayanan 

 

 

 

 

NILAI 

PERSEPSI 

NILAI  

INTERVAL 

NILAI 

INTERVAL 

KONVERSI  

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 B Baik 

2 2,50 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang baik 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat baik 

SKM Unit Pelayanan x 25  



6 
 

f) Tim Survey Kepuasan Masyarakat 

Ketua : Sekretaris  

Anggota: 1. Kasubbag. Umum 

    2. Abdul Hayat 

    3. Hersom Maryanto  

 

1.5 Jadwal Pelaksanaan SKM 

Pengambilan sampel hingga penyusunan laporan dilakukan selama 6 bulan 

pada bulan Juli – November 2025 
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BAB II 

ANALISIS 

 

A. HASIL PENGUKURAN 

Dari hasil pengukuran kuesioner diperoleh hasil pengukuran yang akan 

dijabarkan dalam ulasan kali ini. Berikut hasil pengukuran SKM Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Karakteristik Responden di Lingkungan Balitbang Prov. Kaltim : 

Persentase responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56% dan 

perempuan 44%. Persentase responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) sebanyak 36%, Dosen 6%, pegawai swasta sebanyak 1%, wirausaha 

sebanyak 2%, mahasiswa/pelajar sebanyak 54%, dan asisten peneliti sebanyak 1%. 

Sedangakan untuk persentase responden berdasarkan tingkat pendidikan adalah 

sebagai berikut; SMA sebanyak 10%, S1 sebanyak 59%, S2 sebanyak 20%, dan S3 

sebanyak 11%. 

 

 

 

Gambar 1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

56%

44%

JENIS KELAMIN

Laki-laki Perempuan
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Gambar 2. Presentase Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

 
Gambar 3. Presentase Responden Berdasarkan Pendidikan  

 

1) Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan  

Dengan Nilai Rata Rata 3,54 masuk dalam Range Sangat Baik, maka kesesuaian 

persyaratan pelayanan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur dianggap Sangat Sesuai. 

 

36%

54%

6%

2% 1% 1%

JENIS PEKERJAAN

ASN Pelajar/mahasiswa Dosen

Wirausaha Swasta Asisten peneliti

10%

59%

20%

11%

PENDIDIKAN

SMA S1 S2 S3
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 Gambar 4. Diagram Keseuaian Persyaratan Pelayanan 
 

2) Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan  

Dengan Nilai Rata Rata 3,56 masuk dalam Range Sangat Baik, maka unsur 

kemudahan prosedur pelayanan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur dianggap Sangat Mudah. 

 

Gambar 5. Diagram Kemudahan Prosedur Pelayanan 

 

3) Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan 

Dengan Nilai Rata Rata 3,55 masuk dalam Range Sangat Baik, maka unsur 

kecepatan waktu pelayanan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur dianggap Sangat Cepat. 

0

10

20

30

40

50

60

Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai Sangat Sesuai

Respon 0 1 44 55

KESESUAIAN PERSYARATAN PELAYANAN

0

10

20

30

40

50

60

Tidak Sesuai Kurang
Sesuai

Sesuai Sangat
Sesuai

Respon 0 1 42 57

KEMUDAHAN PROSEDUR PELAYANAN



10 
 

  
Gambar 6. Diagram Kecepatan Waktu Pelayanan 

 

4) Unsur Kesesuaian Produk Layanan 

Dengan Nilai Rata Rata 3,52 masuk dalam Range Baik, maka unsur kesesuaian 

produk pelayanan yang tertera dalam standar pelayanan Sesuai dengan jenis 

pelayanan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur. 

    
Gambar 7. Diagram Kesesuaian Produk Layanan 

 

5) Unsur Kompetensi Petugas Pelayanan 

Dengan Nilai Rata Rata 3,61 masuk dalam Range Sangat Baik, maka unsur 

kompetensi petugas dalam pelayanan di Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur dianggap Sangat Kompeten. 
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Gambar 8. Diagram Kompetensi Petugas Pelayanan  

 

6) Unsur Perilaku Petugas Pelayanan  

Dengan Nilai Rata Rata 3,70 masuk dalam Range Sangat Baik, maka unsur 

perilaku petugas dalam pelayanan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur dianggap Sangat Sopan dan Ramah. 

   
Gambar 9. Diagram Perilaku Petugas Pelayanan 

 

7) Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana 

Dengan Nilai Rata Rata 3,57 masuk dalam Range Sangat Baik, maka unsur 

kualitas sarana dan prasarana di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur dianggap Sangat Baik. 
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Gambar 10. Diagram Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan 

 

8) Kesesuaian Biaya Layanan 

Dengan Nilai Rata Rata 3,51 masuk dalam Range Baik, maka unsur Kesigapan 

Petugas Layanan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur dianggap Baik. 

 

 

Gambar 11. Diagram Kesigapan Petugas Pelayanan 
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9) Penanganan Pengaduan  

Dengan Nilai Rata Rata 3,50 masuk dalam Range Baik, maka unsur penanganan 

pengaduan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur dianggap Dikelola dengan Baik. 

 

 Gambar 11. Diagram Penanganan Pengaduan 
 

Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur. 

 

 

No. Unsur SKM Nilai Unsur SKM 

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan 3,54 

2. Kemudahan Prosedur Pelayanan 3,56 

3. Kecepatan Waktu Pelayanan 3,55 

4. Kesesuaian Produk Layanan 3,52 

5. Kompetensi Petugas Layanan 3,61 

6. Perilaku Petugas Layanan 3,70 

7. Kualitas Sarana dan Prasarana 3,57 

8. Kesesuaian Biaya Layanan 3,51 

9. Penanganan Pengaduan  3,50 
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Gambar 12. Diagram 9 Unsur Kepuasan Pelayanan 

 

Nilai IKM setelah dikonversi   = 88.17 

Mutu pelayanan   = B 

Kinerja Unit Pelayanan  = Baik 

 

B. HASIL ANALISIS 

Unsur dengan kepuasan tertinggi dari masyarakat tahun 2025 ini pada perilaku 

petugas pelayanan. Sedangkan kepuasan terendah pada penanganan pengaduan. 

Kesembilan unsur yang dinilai, pada tahun 2025 menunjukkan semua unsur pada 

range sangat baik (A) dan baik (B), yaitu unsur kesesuaian persyaratan pelayanan, 

kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, kesesuaian produk 

pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, perilaku petugas, kualitas sarana dan 

prasarana, kesigapan petugas pelayanan dan penanganan pengaduan. 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada komponen 

atau unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah. Dalam Survei 

Kepuasan Masyarakat di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur terdapat satu unsur yang masih memiliki nilai lebih rendah 

dibandingkan dengan unsur yang lain namun masih dalam kategori baik, adapun 

unsur pelayanan publik tersebut adalah kecepatan waktu penyelesaian. Pada unsur 

kecepatan waktu penyelesaian berada pada urutan terendah diantara unsur 

pelayanan publik yang lain, namun demikian aspek perilaku kecepatan waktu 
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penyelesaian yang berisi tentang kecepatan menyelesaikan aduan masyarakat dalam 

aspek pelayanan masih dalam kategori cukup baik. Untuk tindak lanjut di masa yang 

akan datang adalah kualitas penyelenggara pelayanan publik khususnya pada aspek 

kecepatan waktu penyelesaian akan terus ditingkatkan lebih baik sehingga dapat 

diterima oleh masyarakat. Upaya peningkatan tersebut dapat diupayakan melalui 

pendidikan dan latihan internal maupun eksternal.  

Selain itu, dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi 

pelaksanaan jadwal waktu pemberian pelayanan. Untuk itu dalam menyusun jadwal 

waktu pelaksanaan pelayanan publik, hendaknya benar-benar diperhitungkan beban 

kerjanya secara realistis. Dihitung beban atau volume kerja rata-rata dan masing-

masing meja/petugas, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pelayanan, kemudian disesuaikan tata urutan kerjanya, sehingga dapat diperkirakan 

jumlah keseluruhan jam/hari kerja yang diperlukan untuk memproses/menangani 

pelayanan tersebut. 
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BAB III 

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA 

 

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode Januari – Juni 2025 menunjukkan angka 

yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Januari – Juni 2025 

No Unsur IKM 

1. Kesesuaian Persyaratan 
Pelayanan 

3,59 

2. Kemudahan Prosedur 
Pelayanan 

3,57 

3. Kecepatan Waktu Pelayanan 3,56 

4. Kesesuaian Produk Pelayanan 3,50 

5. Kompetensi Petugas Pelayanan 3,62 

6. Perilaku Petugas Pelayanan 3,71 

7. Kualitas Sarana dan Prasarana 3,51 

8. Kesigapan Petugas Pelayanan 3,44 

9. Penanganan Pengaduan 3,46 

 

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan 

intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Tmur telah menyusun 

dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 2 unsur terendah hasil SKM 

periode Januari-Juni Tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi 

yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:    
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No 
Rencana 

Tindak Lanjut 

Apakah RTL 
Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak Lanjut 
(Mohon Dijabarkan 

ditambahkan 
tantangan/hambatan 

yang dihadapi) 

Dokumentasi 
Kegiatan 

1 Rapat Staf Sudah 

Mengadakan Rapat Staf 
Evaluasi Hasil Survei 
Kepuasan Masyarakat 
(SKM) Semester I Tahun 
2025 guna menyusun 
strategi komprehensif 
untuk mempertahankan 
nilai-nilai yang sudah 
mencapai kategori 
Sangat Baik, sekaligus 
merumuskan tindakan 
korektif spesifik untuk 
memperbaiki unsur-
unsur pelayanan yang 
masih bernilai rendah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kepuasan pelanggan secara Random 

Sampling (acak) yang melibatkan 100 responden dari jumlah populasi 

penerima layanan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur dengan menggunakan kuisioner sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Jumlah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit 

Pelayanan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur tahun 2024 dengan 9 unsur adalah 88,17 dengan 

Katagori (B) Baik. 

2. Pada questioner diberikan pertanyaan dengan nilai persepsi, sebagai 

berikut: 

3. Unsur-unsur pelayanan yang dinilai adalah kesesuaian persyaratan 

pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu 

pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, perilaku petugas, kualitas sarana dan prasarana, 

ketersedian maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. 

4. Hasil survey menunjukkan semua unsur  pada range sangat baik 

dan baik, yaitu unsur kesesuaian persyaratan pelayanan, kemudahan 

prosedur pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, kesesuaian produk 

pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, perilaku petugas, 

NILAI 

PERSEPSI 

NILAI  

INTERVAL 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00 – 2,5996 D Tidak baik 

2 2,50 – 3,064 C Kurang baik 

3 3,0644 – 3,532 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 A Sangat baik 
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kualitas sarana dan prasarana, kesigapan petugas pelayanan dan 

penanganan pengaduan.  

 

Adapun saran yang dapat dipertimbangkan adalah Balitbangda 

senantiasa mempertahankan serta meningkatkan unsur penilaian dari 

Indeks Kepuasan Masyarakat yang pada tahun ini berada pada range baik, 

namun mempertahanan nilai ini tidaklah mudah. Harus terus dilakukan  

pembenahan dan perbaikan agar pelayanan di Balitbangda semakin baik, 

dan tidak mengalami penurunan. Untuk membandingkan Indeks Kinerja 

Balitbangda secara berkala diperlukan survei secara periodik dan 

berkesinambungan minimal 1 (satu) tahun sekali.   
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LAMPIRAN 

 

1.  Kuisioner 

 

 
 



21 

 

 

 
 



22 

 

 
 

 

 



23 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 



25 

 

2. Dokumentasi Pelaksanaan SKM 
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